
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286). 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana 
Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu 
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) 
dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana 
Strategis berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

Menimbang 

BUPATI 801\IBANA, 

DENGAN RAHI\IAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

RENCANA STRATEGIS 
DINAS TRANSl'tUGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN 

801\IBANA TAHON 2017-2022 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI 801\IBANA 
NOI\IOR 2f? TAHON 2020 

BUPATI BOrvIBAliA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 73, 

8. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pernerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nornor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5059); 

5. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4725); 

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4339); 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerin tah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 604 l);sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bombana. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG 
RENCANA STRATEGIS DINAS TRANSMIGRASI DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 
2017-2022 

MEMUTUSKAN 

19. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan 
Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah. 

Menetapkan 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bombana dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Bombana adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Bombana yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja sebagimana dimaksud dalam 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 
2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Bombana. 

6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang 
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
publik dan daya saing Daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya. 

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 
proses untuk menentukan kebijakan masa 
depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan 
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada dalam jangka waktu terten tu di daerah. 

8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan 
Daerah adalah suatu proses pemantauan dan 
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta menilai hasil 
realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara ekonomis, 
efisien , dan efektif. 

9. Rencana Pembangunan '1angka Menengah 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
dilantik sampai dengan berakhimya masa 
jabatan Bupati Bombana 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana 
untuk perode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja 
adalah dokumen rencana perangkat daerah yang 



20. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan 
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis daerah/perangkat daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran 
strategi. 

memuat program dan kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai sasaran pembangunan 

12. Kerangka Pendanaan adalah analisis 
pengelolaan keuangan Dae rah untuk 
menentukan sumber-sumber dana yang 
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi 
penggunaan sumber dana dan peningkatan 
kualitas belanja dalam membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam 
upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah 
serta target pembangunan nasional. 

13. Permasalahan Pembangunan adalah 
kesenjangan antara kinerja pembangunan yang 
dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di 
masa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan dibuat. 

14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang hams 
diperhatikan atau dikedepankan dalam 
perencanaan pembangunan Daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan 
karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 
menentukan - .. pencapaian . . tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di 
masa yang akan datang. 

15. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya 
upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. 

1 7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai 
atau dihasilkan dalam janga waktu 5 (lima) 
tahunan. 

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 
pembangunan daerah/perangkat daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil ( outcame) program 
perangkat daerah. 

19. Strategi adalah langkah yang berisikan program 
program sebagai prioritas pembangunan 
daerah/ perangkat daerah untuk mencapai 
sasaran. 



21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai 
sasaran RPJMD. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 
yang disediakan untuk mencapai hasil yang 
terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

23. Program Pembangunan Daerah adalah program 
strategis daerah yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah sebagai instrumen arah 
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. 

24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam rangka mencapai hasil (uotcome) 
suatu program. 

25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak 
dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan 
dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 

26. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi 
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu 
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam 
bentuk keluaran (output), hasil (outcome), 
dampak (impact). 

27. Keluaran ( outpu~ adalah suatu produk akhir 
berupa barang atau crasa dari serangkaian proses 
atas sumber daya pembangunan agar hasil 
(outcome) dapat terwujud. 

28. Hasil ( outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai 
atau dipertahankan pada penerima manfaat 
dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
beberapa kegiatan dalam satu program. 

29. Dampak (impac~ adalah kondisi yang ingin 
diubah berupa hasil pembangunan/layanan 
yang diperoleh dari pencapaian hasil ( outcome) 
beberapa program. 

30. Musyawarah perencanaan pembangunan 
yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah 
forum antar pemangku kepentingan dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan 
Daerah. 

31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum 
sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan 
Daerah untuk merumuskan program dan 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah kabupaten. 



(2) 

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten 
Bombana Tahun 2017 -2022. 
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Bombana. 

(1) 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata 
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 
kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang 
wilayah. 

33. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, 
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya 
dalam kurun waktu tertentu. 

34. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang 
selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah 
rangkaian analisis yang sistematis, 
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan 
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/ atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. 

35. Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan 
informasi pem bangunan daerah, informasi 
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan 
Daerah lainnya yang saling terhubung untuk 
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 
pembangunan daerah. 

36. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya 
sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi 
kedalam strategi pembangunan untuk 
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan 
mutu hidup generasi masa kini dan generasi 
masa depan. 

3 7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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a. persiapan penyusunan; 
b. penyusunan rancanngan awal; 
c. penyusunan rancangan; 
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 
e. perumusan rancangan akhir; dan 
f, penetapan. 
Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah 
adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan 
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalamjangka waktu tertentu 
di daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan 
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan 
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan 
daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat 
daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan 
(2) Renj a Perangkat Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau 
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 
Daerah, yang disusun berpedornan kepada RPJMD dan bersifat indikatif Renstra 
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: 

- - 

PENDAHULUAN 

BAB I 



Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017 - 

2022 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka 

Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1.2. Landasan Hukum 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan 

RPJMD sebagairnana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan 

Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra 

Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan 

proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka 

menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. 

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2017-2022 

berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. 

Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 

Tahun 2017-2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan 

Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana tahun 2020 dan 

Renja Tahun 2021, dan 2022. 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140. Tarnbahan Lembaran Negara, Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang No111or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(~1111:>ar~ Negara Republik Indonesia Tahun ~0!5 No111or 5~, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

&. Undang-Undang Nornor ~O TcJJ1un ~0!4 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

9'. Peraturan Pemerintah Nomor !8 Ta.hu.1120!6 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
604l);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T~w1 ~019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

10, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik !nclor1~~ta Tahun 20 l 9 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keu_cl_I1ga_r1 Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah m~rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l~Q Tahun 2.018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 157); 

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri NoITI.<>r ~6 Tahun ~Q I 7 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Care! Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan .Jan~_ Menengah Daerah, cl_a_Il_ Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 

16. Peraturan Mer1_tert Dalam Negeri N<>~or ~O Tahun '.?Q 19 tentang 
Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

18. Peraturan Daerah Ka bu paten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Rencana Pembangunan JaI1_g~_ Menengah Daerah Kabupaten 



1.4. Sisternatika Penulisan 
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Di11a~ Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Bornbana Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : 
BAB I :PENDAHULUAN 

1.1 La tar Belakang 
l.2Landasan Hukurn 
1.3Maksud dan Tujuan 

1.3. Maksud dan Tujuan 
Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Bornbana Tahun 2017-2022 disusun dengan rnaksud sebagai acuan bagi Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dalam penyusunan Peru bahan 
Renja Dinas Transrnigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bornbana Tahun 2020 dan 

Renja Tahun 2021, dan 2022. 
Perubahan Renstra Dinas Transrnigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Bombana Tahun 2017-~02~ ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPP.) sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada 
RPJMD; 

2. Mernberikan pedornan yang terarah dan terukur bagi perencanaan 
operasional tahunan dalarn rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna 
mendukung visi misi kepala daerah; 

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pernbangunan antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan 
evaluasi. 

Bornbana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana N<?~Qt;" l~ Tahun ~Ql9 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Nornor 2 

Tahun 2018 ten tang Rencana Pernbangunan ~angka Menengah 

Daerah Kabupaten Bornbana Tahun 2017-2022; 

19. Peraturan Bupati Bornbana Nornor Peraturan Bupati Bornbana Nornor 

49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bornbana. 



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
BAB VIII PENUTUP 

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 
Da_erah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wi_l_~yajl dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
3~5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB N TUJUAN DAN SASARAN 
4.1 Tujuan dan Sasaran .Jangka Menengah Perangkat Daerah 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN - ·• - - - - - -- - - -· -·- -- . - - - - . - - - - . - ' - •· -- 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
-- - . ·-·· - - - - - - - - .. - - - - 

1;3AB 11 GAMBARAN P~LAYANJ\N :P~RANG~T PAERAl_-! 
2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daer ah 

l.4Sistematika Penulisan 



2.1.1. Tugas dan Fungsi 
Togas Pokok Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 

adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja 
mempunyai fungsi yaitu: 

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan, 
pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi; 

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja; 
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 
f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta 

pengelolaan informasi di bidang transmigrasi dan tenaga kerja; 
g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan T~11agc1 Kerja; 
h. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK); 
1. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan 

kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 
J. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, adalah Dinas 
Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang transmigrasi 
dan ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini: 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

BAB JI 



k. Pelaksanaan pernberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 
1. Penyebarluasan informasi produktivitas k~pcldcl_ perusahaan kecil; 
m. Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 
n. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten; 
o. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; 
p. Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam 

pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta 
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

q. Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja 
serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

r. Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan 
kesempatan kerj a kepada masyarakat; 

s. Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 
t. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke 

luar negeri kepada masyarakat; 
u. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin rnempekerjakan tenaga kerja asing 

(IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) 
daerah kab.j'kota; 

v. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 

dengan ruang lingkup operasi cJ._cl~faji_ kab, /k.ota; 
w. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; 
x. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama 

Bipartit di perusahaan; 
y. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial; 
z. Melaksanakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan 
perusahaan. 
Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dina_s Transmigrasi dan Tenaga Kajcl_ berdasarkan Peraturan ~upat} Bombana 
Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebagai 
berikut: 



3. Bidang Transmigrasi 
Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan, pembangunan 
permukiman transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 

anggaran pada dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 

penatausahaan - . - - . . . ·•. ---~ - a. Sub Bagian Keuangan; Merencanakan kegiatan pengelolaaan 
keuangan pada dinas transmigrasi dan tenaga kerja. 

b. Sub Bagian Program dan Data; Merencanakan penyusunan program dan 

2. Sekretarls 
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pada 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di bidang ketatausahaan, kepegawaian, 
perencanaan, program dan keuangan, dengan fungsi : 
a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; 
b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 
sama, hukum, organisasi.hubungan masyarakat, serta kearsipan dan 
dokumentasi; 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
Sekretariat Terdiri Dari : 

1. Kepala Dlnas 

K_epala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja, 

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, 

memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan 

ketatausahaan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

kegiatan UPfD. 



pertanahan transmigrasi; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi 

kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan 

kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, 

pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan 

pertanahan transmigrasi; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan 

transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman 

transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama 

kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan 

usaha, pengembangan social budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bidang Transmigrasi terdiri atas : 
a. Seksi Penyiapan Pemukiman Dan Penempatan Transmigrasi 
b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Sosbud 
c. Seksi Sarana Prasana Dan Penyerasian Lingkungan 

pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pengembangan usaha, 

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, 

penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, 

penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, 

pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, 

pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, 

penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, 

penataan persebaran penduduk, P!OID:<?Si dan kerja sama kelembagaan, 

pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, 

pengembangan sosial; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan 

potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja 

sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, 
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4. Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja rnempunyai tugas 

melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, 

informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta produktivitas tenaga 

kerja dan perluasan kerja. 

3.3. Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukirnan dan 

kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan 

kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan 

kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana, pengukuran bidang tanah, 

pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan 

pertanahan. 

3.2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya 

mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan 

permodalan, kewirausahaan, pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, 

fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan 

masyarakat, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kernitraan 

masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah. 

3.1 Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi 

kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta rnediasi dan 

kerja sama antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, 

perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana 

kawasan, perencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan 

tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, dan dokumentasi 

penyediaan tanah, penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan 

evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, 

kelayakan permukiman, penyiapan perpindahan, penyiapan calon transrnigran 

dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi. 
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c. 
Seksi Pengembangan Instruktur Dan Pelatihan Tenaga Kerja; 
Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja. 

b. 

1. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

2. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 

3. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; 

4. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; 

5. Menyiapkan calon pencari kerja pelatihan kerja; 

6. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan 

kerja; 

7. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana; 

8. Pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan [abatan, dan 

perantaraan kerja; 

9. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja; 

10. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan 

penerbitan perpanjangan IMTA; 

11. Memantau dan mengevaluasi perpanjangan IMTA; 

12.Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian 

informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

13. Merencanakan pemantauan dan evaluasi basil pelaksanaan informasi 

pasar kerja kepada pencari kerja dan pernberi kerja; 

14. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas; 

15. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; 

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas: 

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi 

Pasar Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta; 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas 

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 



5. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial 
Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persyaratan kerja, 
pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan 
pengusaha serta penyelesaian perselisihan. 

4.3 Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 
Mempunyai tugas Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; Menyiapkan 
sumber daya manusia bidang konsultansi produktivitas; Melaksanakan 
pemantauan peningkatan produktivitas; Menyiapkan sumber daya manusia 
bidang pengukuran produktivitas; Menyiapkan data dan metode pengukuran 
produktivitas; Merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas. 

4.2 Seksi Pengembangan Instruktur Dan Pelatihan Tenaga Kei:fa; 
Mempunyai tugas Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; 
Menyiapkan program pelatihan; Menyiapkan sarana dan prasarana; 
Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; Menyiapkan calon pencari 
kerja pelatihan kerja; Membuat konsep pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pelatihan kerja. 

4.1 Seksi Penempatan Tenaga Kei:fa, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi 
Pasar Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta; 

Mempunyai tugas Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang 
pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; Merencanakan pelaksanaan 
sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja 
swasta; Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan 
kerja; Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian 
informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan 
perantaraan kerja Merencanakan sumber daya manusia pemberian 
izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; Menyusun kesiapan 
sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan 
tenaga kerja swasta; Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk 
pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; Memantau dan 
mengevaluasi perpanjangan IMTA. 
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5.2 Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial 

Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan 

jaminan sosial tenaga kerja; Menyiapkan bahan pengembangan sistem 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; Menyiapkan penyusunan 

bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota clan sektoral; Menyiapkan 

bahan evaluasi dan pelaporan pengupahanjaminan sosial tenaga kerja. 

5.1 Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial 

Mempunyai tugas Menyiapkan sumber daya manusia yang mernahami 

aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; 

Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di 

perusahaan melalui PK, PP, PKB clanlembaga kerja sama Bipartit; Membuat 

konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota. 

Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial terdiri atas : 

a. Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial; 

b. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; 

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

a. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 

bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota; 

b. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; 

c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga 

Kerja Sama Bipartit di perusahaan; 

d. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan 

di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial 

menyelenggarakan fungsi : 



2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan 

Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Bombana, struktur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Keuangan 

2) Sub Bagian Program dan Data 

3. Bidang Transmigrasi, membawahkan : 

1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi 

2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya 

3) Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara 

operasional di lapangan. 

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan 

Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas. 

3. Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan 

fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. 

5.3 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Mempunyai tugas Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami 

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Menyediakan 

sarana dan prasarana 

dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Melaksanakan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. 



2) Seksi Pengembangan Instruktur Dan Pelatihan Tenaga Kerja 

3) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 

5. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial, membawahkan : 

1) Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial 

2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial 

3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

4. Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

membawahkan: 

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi 

Pasar Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta 
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a r ezawa enuru o cnzan 

llo. Gotongan Jumtah 

1 Golongan IV 4 Orang 

2 Golongan Ill 16 Orang 

3 Golongan II 4 Orang 

Pegawai Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Bombana didominasi oleh 
golongan III, sebanyak 16 orang atau 66,66% dari jumlah seluruh pegawai, yang 
disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabet 2.2 
DftaP lM tGt 

llo. Jabatan Eseton Jumtah 

1 Kepala Dinas Il.b 1 Orang 

2 Sekretaris III.a 1 Orang 

3 Kepala Bidang 111.b 3 Orang 

4 Kepala Sub IV.a 2 Orang Bagi an 

5 Kepala Seksi IV.a 5 Orang 

6 Staf - 12 Orang 

Jumtah 24 Orang 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 
2.2.1. Sumber Daya Manusta 

Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bombana berjumlah 24 orang, laki-laki 14 orang dan perempuan 10 
orang. Dari jumlah pegawai di atas terdiri dari satu orang pejabat struktural eselon 
11/ a, Eselon Ill/ a satu orang, jabatan eselon IIl/b berjumlah 3 orang, dan yang 
menduduki jabatan eselon IV /a sebanyak 7 orang. Staf/pelaksana sebanyak 12 
orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini: 

Tabet 2.1 
Daftar Pegawat Menurut Eseton 



Data Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan 
Grafik 2.1. 
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Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Bombana berpendidikan S-2 sebesar 8%, S-lsebesar 75% dan 
SLTA 17%. 

No. Pendidikan Jumlah 

1 S.2 2 Orang 

2 s.i 18 Orang 

3 SLTA 4 Orang 

Jumlah 24 Orang 

Tabel 2.3. 
Daftar Pegawai Menurut Pendidikan 

Apabilajumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat dilihat dalam 
tabel di bawah ini: 

No. Golongan Jumlah 

Jumlah 24 Orang 



No. Gedung/bangunan Luas Keterangan 

1. Gedung Utama 440m2 1 Lantai 

Ruang Kepala Dinas 1 Ruang 

Ruang Sekretariat 1 Ruang 

Ruang 
serbaguna/ ruang 1 Ruang 
pertemuan 

Ruang bidang 1 Ruang transmigrasi 

Ruang bidang 
pendidikan dan 1 Ruang 
pelatihan tenaga kerja 

Gedung / Bangunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 
Tabel 2.4 

2.2.2. Gedung dan Perlengkapan Aparatur 
Bangunan Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Bombana berdiri di atas lahan yang luas tanah seluruhnya 2.500 m", terdiri dari 2 
(dua) Gedung. Gedung utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretariat, 
ruang serbaguna/ruang pertemuan, ruang bidang transmigrasi, ruang bidang 
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, ruang bidang hubungan industrial dan 
jaminan sosial, ruang bendahara, kantin, ruang bursa kerja online (BKOL), Kamar 
Mandi/WC seluas 440 m"; bangunan kedua digunakan untuk gudang seluas 54 m2, 
yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini: 
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan merupakan perangkat daerah yang 
melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan 
transmigrasi. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja menunjukkan suatu 

Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan pejabat Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1 (satu) unit, kendaraan dinas operasional roda dua 
sebanyak 9 (sembilan) unit.Perlengkapan inventaris lainnya sebagai penunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas, antara lain meja, kurai, lemari, 
brankas, komputer, printer, mesin tik, dan perlengkapan lain. 

No. Gedung/bangunan Luas Keterangan 

Ruang bidang 
hubungan industrial 1 Ruang 
dan jaminan sosial 

Ruang bendahara 1 Ruang 

Ruang kantin 1 Ruang 

Ruang bursa kerja 1 Ruang online (BKOL) 

Kamar Mandi/WC 3 Ruang 

2. GedungDua 54 m? 1 Lantai 

Gu dang 1 Ruang 



prestasi bagi OPD yang harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Terhadap 
target kinerja yang belum tercapai harus ditelaah faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkannya, sehingga dapat dilakukan pemilihan strategi yang tepat dalam 
mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya. Kinerja pelayanan 
bidang transmigrasi dan tenaga kerja dan dapat dilihat pada beberapa tabel di 
bawah ini. 
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Indikator 
Kinerja sesuai Target Target Target Target Renstra Perangkat Daerah 

No. Tugas dan Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 
Fungsl 

NSPK IKK Indikator Tahun ke- Perangkat 
Daerah Lainnya I 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Peningkatan 
I Nilai Predikat BB BB BB A A c B - - - 100% - - - - 

SAK IP 

Menurunnya 
2 Angka Setengah 45,69% 41% 38% 34% 30% 42,17% 45,69% - - - 100% - - - - 

Penganggguran 

Persentase 
Pekerja Rentan 

3 yang 100% 100"/o 100% 100% 100% 100% 91,58% - - - 100% - - - - 
Mendapatkan 
Perlindungan 

Tabel. 2.5 

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 



Angpra• Pada Tabon ke Rulluol Angpun Pad• Tahun ke Rulo Antara Rulhul du Anu•un T•hun kc Rato-Rato Pertu mbuhtn 
Uralan 

I 2 3 4 5 I l 3 4 5 I 2 3 4 5 Ana:aran Realiuol 

1 • J 4 J 6 1 ' ' 1' JI 12 13 14 13 16 11 ,, 
BELANJA 1.594.840.515 l.6 67.000.000 - 1.533.728.628 2.417.783.861 - ,6,17"4 90,66•/o 852.368.103 790.302.498 LANGSUNG - - - - 

Prognm Ptlayanaa 
Adm inlstr11i 612.336.241 162.357.000 - 650.730.096 725.276.107 - ,5,37% 95,14•;. - . - 218.931.650 275.201.241 
Ptrkantor•n 

Penyediaan Jasa . 1.000.000 - - - 100-/, - - - . 200.000 Surat-Menyurat t.000.000 

Pcnyediu.n ja,a 
komunika1l, &umber 15440.000 15.701.000 - - 12.781.396 12.107.257 - 82.78"/, 77, 11•;, - - - 6.228.200 4.977.731 
daya l.irdan Iinrik 

Pcnyediunjua 
pcmclihorun dan 4 700 000 4.400.000 - 921.000 - . 19.60'/, 61,59>1, . 1.820.000 n6110 peririnan kendarun 2.709.850 
dlnas/opera5ional 

Pcnyediun jasa 
administra!li 123.680.000 116.041.000 . - 123.680.000 108.121.000 - - 100,00-/, 93, 17>/, . . - 47944200 46.360.200 
keuangan 

Penyediun jasa 
keb<nihan kantor, 32410.000 J l.560.000 - 31533.000 - . 97,29>/, 98,43% - 12.794.000 12.519.800 peralatan kebcrsihan 31066000 
dan bahan pembersih 

Pcn~«faan alat rulio 31820 000 )0000000 - 31.811000 - - 99,9i% 100,00-/, - 12.364.000 12.362.200 luntoc 30000.000 

Penyediun baran& 
cct.akan dan 18.399.133 21.363 000 - . 18.389100 21.363 000 

. 99,95% 100,00-/, - 7.952.427 7.950.420 
penaaandaan 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 

Tabel 2.6 
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AnggarH Pada Tahuo ke Reali1a1i Anggann P•d• TahuD kt Ruio Antara Rt1li1a1i din Anggaran Tahun kt R,it.t-Rata Pertum buhao 
Uralao 

I l 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 Anggann Rea.li1ui 

J 2 J I 5 6 7 8 9 IO ll l2 lJ u 15 16 17 JB 

Penyediaan bahan 
bacun don per&turan 14000.000 11.189.000 . . 13.990 000 11.130.000 

. . 99,93% 99,41'!. . . 5.037.800 5.024.000 
perundang-undangan 

Penyediaan makanan 31.000 000 35.745.000 . . . 31.000.000 . . . 100,00% 99,97% . 13.349.000 13.347.000 dan minumen 35.735.000 

Penyodiaan Jaso 
Admini!ltrasi 111.800.000 105.500.000 . 87.917.600 82.186.000 

. . 78,64% 77,90% 43.460.000 34 020. 720 
Perkantoran 

Pcnyediaan Jasa 15.000.000 20.000.000 . 15.000.000 . . 100,00% 100,00% . . 7000000 7 000 000 Publikasi 20.000.000 

Rapat-apat 
koordinasi dan 284 087115 )69.858.000 . . . 283.707.000 369.858.000 . . 99187o/ct 100,00% . . 130.789.023 130,713.000 
konsulwi 

Program 
P~ingkatan Sarana 216-895.867 190.834.000 - 116.155..132 190.199.554 . . 99,66o/ct 99,67% - . - 81.545.973 81.270.937 d•n Pruarana 
Aparatur 

pcngadaan 
Kondaraan 21.000 000 63000.000 . . . 21.000.000 62.550.000 - . 100,00% 99,29% . . . 16.800.000 16.710.000 
dinu/operasional 

Pengadaan 
pc,longkapan gedung tsoo.ooo . . - 1.500.000 - . 100,00% 0,00% - . . 300.000 
kantor 

Pcngadaan peralatan 18.000.000 12.000.000 . 18.000.000 . - 100,00% 100,00'/o . . . 6.000.000 6.000.000 gedung kantor 12.000.000 
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Anggara• Pada T•hun ke Rc1U1aol An1&•ran P1da Tahun ko Rulo Anttiu Reali111i din Anggaran Tehun kt Rata-Rata Portumt,uhan 
Urai.an 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angpran Reali.sad 

1 2 J ' s 6 7 8 9 10 11 12 JJ u 15 16 17 1, 

Pcngadaan mcbeleur 13.500.000 16. 720.000 13.500.000 16.720.000 - - 100,00"/o 100,00% - - 6.044.000 6.044.000 

Penpdaan 26.000.000 - . 26.000.000 - - . 100,00% 0,00% - . Komputer 

Pcmcliharaan 
mtinlberkala gedung 15.475000 17.385.000 - - 15475000 17.385000 

. . 100,00"/o 100,00% . . 6572000 6572.000 
kantor 

Pemeliharaen 
rutinlberkala 61.000000 69.404.000 . . 60260.132 . . . 98,79% 99, 730/tt . . 26 080.800 25 895.937 kcndorun 69.219.554 
dina!lopcrasional 

Pcmeliharaan 
Perlcngkapan 1.750 000 . - 1750.000 . - 100,00% 0,00% . . 350.000 #VALUE! 
0.dung kantor 

Pemetih&r&M 
Peralatan Godung 3 500 000 . . - 3.500.000 

. . . 100,00% . #VALUE! 700.000 
kantcr 

Pemeliharaan 
mtin;bcrbla 8670.867 8.825.000 . . . 8.670.000 8.825.000 

. . 99,99"/o 100,00"/o . . . 3.499.173 3499.000 
Komputcr 

Rehabilitloi 
sedang/borat ge.lung 50.000000 . . . 50.000.000 . . 100.00"/o 0,00% #VALUE• #VALUE! 
kantor 

Progr,m 
peningUtan di••plin 21.000.000 36.750.000 . 21.000.000 36.750.000 - . 100,00% 100,00% 11.550.000 11.550.000 
1paratur 
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Ang111n,o Pado Tohun k• Roali .. ,i Anggaran Podo Tahon ko Ra1io A ntara lle•li1ul din Anggarao Tahun. kt luta-Rata P"1"tumbuhon 
Ural•n 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ADHmr•n luali,.,i 

l 2 3 4 5 6 7 8 ' IQ JI 12 JJ u 15 16 17 18 

Pengadaan pokai.,, 
khUIU$ hari-hsn 21000000 )6.750.000 . . 21000.000 )6, 750.000 . - 100,00% 100.00% . - 11.550.000 11.550.000 
tertentu 

Program 
P•ningkatan 0 i~.000.000 - . . . . lOOtOO"• - - 5.000.000 5.000.000 
Kap11itu Sum btr 25.000.000 
D,tya Acar•t1,17 
Bimbingan tekn•• 
impl•ment&si - 25 000 000 - . . . - 100,00% - - . 5.000.000 
peraturan perundaag- 25000.000 
undamzan 
Progr•m 

PrningUun 0 9.319.000 - - . 941 t.5•/ • - - 1.863.800 1.754.800 
Kap.11it11 Sum her 1.774.000 
D1v1 Anar•tur 
Penyusunan lapcnn 
capaian kinerj1 d111 9.319.000 . - - . . - 94,15% - - 1.863.800 1.754.800 
ikhtiw reali,ui 8 774 000 
lune,j1 SKPD 

Progr•m 
pengemb1ng1a 20.000.000 - - . 20.000.000 . 100,00"· 99,.57% . 27,152.000 27.0~l.400 
wiloyah 115. 760.000 115.257.000 
tr•n1migr11I 

Monitoring, 
Evaluasi, dan 20.000.000 )5 000.000 - . 20 000.000 3S.OOO.OOO 

. - - 100,00% 100.00% . - 11.000.000 11.000.000 
Pelaporan 

Ponjajaklll dan 
ldentifiw Caton 25.000000 98.44o/, 4.922.000 
Lokui Tran1mlgn.s.i - - 24 610.000 

. . - . 
Baru 

PenyelenBB"'"" . 55.760.000 - . - - 99,80"!, . - 11.129.400 
Penl!"ku,111 l1h .. SS 647.000 

Progrom 
Penlngkaton 
Kualitu dan 51.526.700 57.000.000 . . 51.326.700 57.000.000 

. . 99t6I"• 100.00% - - 21. 705.340 21.665.340 
Pl"Dddkdvh11 
Ttnu:1 Ktri1 

Pendidikan dan 
pelatihan ketrampilan 36 526.700 37.000.000 . . 36526. 700 )7.000.000 - . 100,00% 100.00"/, . . 14.705.340 14.705.340 
bagi pencari kerj1 
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A nu:•nn P•d• T•h11n •e Ruliuli AnJJ•r1n P1d1 T1hun ke R11io Ant•rl RuHusi din AnJJ•un T1hun kc Roto·Rot• P•r1MmbuhoB 
t:n••n 

I 2 J 4 5 1 2 J 4 5 I 2 J 4 5 Anu:•un Rtoliusl 

1 l J " s 6 7 ' 9 10 II 12 ts 14 15 16 17 1, 

MonhorinJ, cv.SU1si 15.000.000 20 000 000 - - - 14800 000 . - 98,67'A. 100,00'A. . - 7.000.000 6.960.000 
d•n pel1por•n 20000000 

ProJnm 
Prn•n1k1Un 47.476.700 66.650.000 - - 45.709. 700 65.529.000 

. . 96,28',i, 98,J2'A. . - 22.825.340 22.247. 740 
1(-mpoun lurjo 

Ptl~•r11n AnJkltln 47 476. 700 ~6.650.000 . . 45.709.700 . 96,21% 98,32'A. . . 22.825.340 22.247.740 
ICerjo (AIC) 65.529.000 

ProJrlm 18.000.000 - . 17.998.000 . 9,,,9•;. o,oo•;. . . . . J.59'-600 
Tri n1miJU1i lok•J . 

P"'1yuluhon 18000 000 . - 17.998000 . . 99,99',i, 0.00'A. . . . - tr1nsmiJr1si lokal 

ProJr1m 
Perlindu np n din 
Pt-nJ,mb•nJ•n 537.605.000 l.369.200.000 . . . 528.807.000 1.159.868,200 . . . 98,J6'A. 14,71·~ - J81.J61.000 JJ7. 7J5.040 
um boa• 
Kecen•pkerj•1n 

PtninJbtln 
pt:nJ•was1n. 
pertl ndunJln dan 454.700.000 - 453.200.000 . . - 99,6'7"1, 0,00'A. 90.940.000 pcnepkhn hukum 
terhld1p kcsel1m•t•n 
don koiChoton kCIJII 

Pcrlindunpn d•n 
J,1mir11n Sosi.ll 1.270.000.000 . . . I 062.239.200 

. 8l,64'A. . . . 254.000.000 212.447 840 
Keter1111kerj••n 

Penyediun Poska 34.JJOOOO 44 247.000 . . . 33.090.000 . . 96,39% 99,84'A. - 15715400 15.453.000 
Penpdu11n 44.175 000 

. 
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A.nggu•• Pad• Tahun 'ke Roaliaaol Angarao Pada Tahun ht lluio A.ntara Re1li1Hi dao A.ngg•nn Tahun 'ke Rata-Rata PertumbohaG 
Vtaian 

l 2 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 A.nggaran Realisa•i 

I 2 J " j 6 7 I 9 IO 11 12 IJ u /j 16 /1 II 

Pendataan Ke 22.nsooo 24.953 000 22.775.000 100,00% 99,40% 9.545600 9515600 Peruaahun - - . 2003 000 
. - - 

Pendatun Wajib 
Lape,, 25.100.000 J0.000.000 - . - 19742 000 21.651000 - . 76,52% 95,50% . - 11.160.000 9.671600 
Ketenagalcerjun 

Program 
ptrenun.••a 0 34.130.0QO - . - 0 - - 100,00% - - 6.126.000 6.126.000 
pembangunan 34,130.000 
daenh 

Penyusunan Ren~n-• . 34.130 000 - - - - - 100,00"A, - . - OPD 34.130.000 



2.4.1 LJNGICUNGAN INTERNAL 
Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam 

organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor 
lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur 
kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Perangkat Daerah 
Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 

merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence 

Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, 
baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas. 
Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu 
organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal 

dan ekstemal. 
Kondisi lingkungan terse but akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi 

organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya 
organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan 
tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka 
akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut. 

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka 
menjadi penting bagi pirnpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara 
intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu 
diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi 
ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana akan tetap eksis dan mampu 
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 
secara optimal di Kabupaten Bombana. 
Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode " 
Analisis SWOT" (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT ini 
secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa lingkungan 
internal dan ekstemal. Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities, 
threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas 
Transrnigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: 



b. Kelemahan (Weakness) 

1. Masih adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan 

teknologi yang berkembang 

2. Kurang profesional dan optimal penguasaan personel organisasi; 

3. Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap Dinas; 

4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran; 

5. Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana; 

6. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai; 

7. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi; 

8. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional {proses regenerasi belum berjalan 

dengan baik); 

9. Masih adanya ketimpangan dalam beban tugas / kerja dan tumpang tindih ( over 

lap) dalam penerapan tupoksi antar unit kerja; 

a. Kekuatan (Strengths) 

1. Tersedianya Peraturan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, yang memberikan 

kewenangan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

2. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017-2022; 

3. Tersedianya Dukungan Anggaran dari dana APBD maupun APBN; 

4. Tersedianya SDM yang memadai; 

5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai; 

6. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian; 

7. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan secara 

sinergi; 

8. Tersedianya data yang menunjang kegiatan; 

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: 

keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal 

akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi. 



Merupakan faktor - faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun 
tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek 
ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan 
memberikan "peluang" (opportunities) tapi juga memunculkan "tantangan" (threats). 
Adapun faktor eksternal Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 
dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Peluang (Opportunities) 
1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan 

DPRD; 
2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan program; 
3. Hubungan industrial yang cukup kondusif , tanpa gejolak ketenagakerjaan yang 

berarti; 
4. Hubungan dan interaksi dengan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi 

Swasta dan Pakar / Ahli; 
5. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta; 
6. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang; 
7. Forum-forum koordinasi, Workshop dan mediasi yang menjembatani dengan baik 

antara Distransnaker Kabupaten Bombana dengan pelaku, masyarakat, pekerja 
dan serikat buruh; 

8. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain (adanya perubahan 
paradigma dalam sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian); 

9. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

b. Ancaman ( Threats ) 
1. Tingginya angka pengangguran; 
2. Krisis Global; 
3. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas; 
4. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja; 

2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL 

10. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal 

antar personal, Seksi dan Bidang; 
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6. Kurangnya koordinasi antar lembaga; 

7. Masih adanya calo tenaga kerja yang berkeliaran dan rnasih rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap mekanisme antar kerja dan prosedur yang benar dengan 

ditandai banyaknya kasus TKI illegal; 

8. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan. 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Nilai SAKIP dengan Laporan SAKIP belum 
1 Nilai Predikat Sakip predikat CC memenuhi kriteria 

Kemenpan RB 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2017- 2022 disusun 

berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan 

kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Bombana, 

selanjutnya bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten 

Bombana Tahun 2017 - 2022, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja 

pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga dapat 

teridentifikasi berbagai permasalahan umum da khusus yang diangkat menjadi 

agenda atau prioritas pembangunan tahun 2017-2022, dari sejumlah isu dan 

permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Cakupan masalah yang luas 

2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak 

negatif 

3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. 

Beberapa permasalahan di Kabupaten Bombana yang perlu ditangani di 

tahun 2017-2022 berdasarkan pendekatan Urusan Pemerintah Daerah, yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 

PERMASAl.AHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGT{AT DAERAH 

BAB 111 



Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari 
suatu keadaan masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, 
sejahtera dan berbudaya. 

" MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) 

TAHUN 2017-2022" 

Visi untuk lima tahun kedepan adalah merupakan visi lanjutan untuk 
periode kedua, sehingga pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah 
merupakan kelanjutan dari periode lima tahun sebelumnya. Namun demikian tentu 
strategi dan arah kebijakan akan berubah sesuai dengan permasalahan peluang dan 
tantangan yang akan dihadapi serta pencapaian target yang telah dicapai pada 
periode pertama. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan kondisi 
daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu 
strategis, maka Visi pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode kedua 
adalah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam periode kedua 
sehingga visi adalah merupakan kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya 
yaitu: 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan :Wakil Kepala Daerah 
Terpilih 
3.2.1. Visi 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Tingkat Kemiskinan Kurangnya informasi 
Angka Setengah lowongan kerja dan di Kabupaten Pengangguran rendahnya Bombana sebesar 

11,06% 45,69% skill/ keterampilan pencari 
kerja 

2 Pekerja rentan yang 
belum Pendataan yang dilakukan mendapatkan 
perlindungan di lapangan belum 
jaminan sosial maksimal 
ketenagakerjaan 



1. Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak 

hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan 

kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional 

{kepedulian sosial). 

2. Berkeadilan; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam 

menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, 

hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan 

serta pembinaan kemasyarakatan yang merata. 

3. Aman; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, 

politik dan ekonomi. 

4. Sejahtera ; terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, sehat, damai 

dalam tatanan nilai yang luhur, so pan santun, taat dan menjunjung tinggi 

kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

5. Berbudaya; menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana 

yang agamais, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu 

pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal. 

Dengan demikian kesejahteraan yang ingin dicapai dalam lima tahun 

kedepan adalah upaya untuk melanjutkan terpenuhinya hak dasar masyarakat 

berupa kemudahan akses pendidikan, 

kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan 

terciptanya lapangan kerja yang memadai sehingga dapat terwujudnya peningkatan 

kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat. Kendatipun kita sadari bahwa 

pembangunan yang berhubungan dengan hak dasar masyarakat seperti 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi telah banyak dilakukan 

pada periode sebelumnya tetapi masih banyak hal yang perlu dilanjutkan untuk 

periode selanjutnya. 

Visi Kabupaten Bombana tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan 

Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional {RPJMN) 2015-2019 yaitu" 

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong" dan Visi Pembangunan Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2013-2018 yaitu "Mewujudkan Sulawesi Tenggara sejahtera, mandiri dan 



Visi masyarakat Bombana yang lebih sejahtera selaras dengan vrsi 
pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan Sulawesi Tenggara 
sejahtera, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran 
masyarakat. Visi lebih mandiri selaras dengan visi nasional 
mandiri dan visi Sulawesi Tenggara mandiri yang berarti dapat memberdayakan 
potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi 
lebih berbudaya selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong 
royong dan visi Sulawesi Tenggara berbudaya, dimana budaya yang ada di 
masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada kepribadian bangsa yang 
mengutamakan sifat kegotongroyongan. Visi terintegrasikannya sistem e 
government adalah merupakan alat untuk menuju masyarakat Bombana yang lebih 
sejahtera, mandiri dan berbudaya. 

Gambar 3.1. Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD Sulawesi Tenggara, dan RPJMD 
Kabupaten Bombana 

I. ; . . ..·. ·.· 
Visi Pembangunan Bombana 2017 -2022: · 

I , . . . - 
I ; . .. . , 

" Mewujudkan Bombana Scjahtera (Munajah) Tahun 2017- 
.· 1 : , : _ .. 202_2 ,, , · · t .;' .- . 

, "I.Icwujudlcan sulawesi tenggara sajahtera, mandiri dan , . 
. . '. berdaya saing tahun 2013 -- 2018 " . 1 
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Visi Pembangunan Sulawesi Tenggara 2013-2018: 
i 

. 1 ; ' - .. ';". - ' ... - ··. /•:;" :,··-· ' -. . -· ,,. ;"'"• ,- 
- I"~~siPembangun:ari Nasional 2015~2(?19 

' "Terw~Judnya Indonesia. yang Bcrda_ulat, 1.fandiri dan. 
· -. >~crlccpribadian Berlandaslean. Gotong Royong" 
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berdaya saing tahun 2013-2018". Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka 
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan 
visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan 
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun 
untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang 
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. 
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, 
baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, 
peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk 
memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai 
perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Bombana 
selama 5 tahun ke depan adalah: 

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan untuk 
mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah. 

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan kondisi 
pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat 
melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) aparat yang memiliki kornpetensi, profesional serta menjamin 
kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan. 

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk menciptakan 
suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan 
menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung 
pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan 
perikanan/kelautan sebagai andalan utama. 

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas 
intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor 

pendidikan dan kesehatan. 
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana; 

dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen 
dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan 

budaya lokal. 

3.2.2. Misi 
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Untuk mempercapat tercapainya visi yang diimplementasikan dalam misi, 

maka diperlukan sebuah strategi untuk mempercepat pencapaiannya. Strategi yang 

digunakan Pemerintah Kabupaten Bombana diberi nama "Gerakan Membangun 

Bombana Dengan Ridho Allah SWT" atau disingkat GEMBIRA. 

Strategi GEMBIRA berisi tujuh program utama, yakni: 

1. Gembira Desa / Kelurahan clan Kecamatan yakni mengalokasikan anggaran 

pembangunan desa / kelurahan sebesar Rp500juta clan kecamatan sebesar 

Rp 1,5 miliar / kecamatan. 

Sebagai sebuah strategi percepatan clan penajaman program strategis, 

GEMBIRA menempatkan 2 (dua) poros pendekatan yang penting, yakni 

pendekatan alokasi anggaran belanja yang proporsional antara belanja yang 

dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) clan belanja yang dikelola 

langsung oleh masyarakat. Perubahan pendekatan ini, didasari oleh sebuah 

orientasi yang kuat untuk memperbesar peran pengelolaan langsung oleh 

masyarakat, clan secara simultan re-orientasi posisi OPD dari yang selama ini 

bersifat "penyedia" (provider) ke posisi "memampukan / memberdayakan" 

(enabler). 

Sejalan dengan penguatan poros pendekatan pertama, maka poros 

pendekatan beriku tnya adalah pendekatan pengembangan wilayah, dengan 

memposisikan desa, sebagai "pusat pengembangan". Desa adalah entitas 

yang dianggap riil sebagai satuan wilayah yang memiliki sumber daya aJam 

clan sumber daya manusia (masyarakat) serta perangkat sosial (social capital) 

yang memadai untuk dikembangkan, disamping itu adalah suatu kenyataan 

bahwa sebagian besar mayarakat di Kabupaten Bombana hidup di wilayah 

perdesaan. 

Oleh karena itu GEMBIRA Desa adalah suatu gerakan kesadaran untuk 

membangun Desa sebagai basis-basis entitas sistem sosial yang mandiri 

dengan potensi "kantung-kantung produksi" yang kaya. Diharapkan, dengan 

bergairahnya sistem sosial, yang diccrminkan adanya kepercayaan (trust) 

diantara masyarakat, sistem kepemimpinan clan mekanisme pengambilan 

kcputusan kolektif yang efektif maka dapat diharapkan bangkitnya kapasitas 

produksi desa, yang pada gilirannya akan membutuhkan jaringan sistem 

pelayanan clan informasi. 



Pada kondisi tersebutlah, dibutuhkan peran Wilayah Kecamatan, yang 

dapat menjadi regulator dan fasilitator dalam pelaksaaan strategi yang 

dimaksud. 

2. Gembira Pengetasan Kemiskinan (Taskin) 

GEMBIRA Taskin bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di 

Kabupaten Bombana yang saat ini berjumlah 16.561 KK atau 12,72 persen 

dari jumlah seluruh kepala keluarga (Data Tim Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah / TPPKD tahun 2015) menjadi 5 persen pada tahun 2022. 

Pemerintah Kabupaten Bombana mengalokasikan anggaran minimal 5 (lima) 

persen dari total APBD setiap tahun selama lima tahun untuk pengentasan 

kemiskinan. Program ini langsung menyasar pada kriteria kemiskinan mikro 

berdasarkan kategori miskin menurut Sadan Pusat Statistik yakni: 

Dari 14 kriteria miskin versi BPS, terdapat 4 (empat) kategori yang berkaitan 

dengan rumah, yakni: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; 
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester dan 
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 
Kondisi perumahan masyarakat Kabupaten Bombana sebagian masih 
memprihatinkan. Data Dinas Perumahan Kabupaten Bombana 2017, 
terdapat 9.100 unit rumah tidak layak huni dari keseluruhan rumah 32.328 
unit. 
Salah satu program dari GEMBIRA Taskin adalah program bedah rumah. 
Dalam 5 (lima) tahun Pemkab Bombana akan membedah 6.445 rumah atau 
70,8 persen dari seluruh rumah tidak layak huni. 
Bedah rumah besar-besaran ini dilaksanakan mulai dari Desa dengan dana 
GEMBIRA Desa masing-masing 3 (tiga) rumah setiap desa per tahun, dana 
GEMBIRA Kecamatan masing-masing 30 rumah / tahun dan Pemda melalui 
Dinas Perubahan 200 rumah per tahuan. Jadi total rumah yang dibedah per 
tahun 1.289 unit. 
Program GEMBIRA Taskin lainnya adalah pemberianjaminan hidup sebesar 
minimal 2,4 juta per jiwa per tahun atau Rp200.000/bulan bagi orang tua 
jompo, janda, anak yatim piatu, orang cacat (sudah tidak bisa bekerja dan 
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hidupnya bergantung dari orang lain) sebanyak 2.820 jiwa. Kegiatan ini akan 

mengatasi kemiskinan pada kriteria 8,9 dan 10 yakni : (8) hanya 

mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; (9) Hanya 

membeli satu stel pakaian baru dalam setahun dan (10) Hanya sanggup 

makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 

3. GEMBIRA Terang 

Progam GEMBIRA Terang merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi 

kemiskinan kriteria 5 (lima) yakni penerangan rumah tangga tidak 

menggunakan listrik. 

4. GEMBIRA Kerja 

Pemerintah Kabupaten Bombana pada lima tahun ke depan berkonsentrasi 

membantu pekerja khususnya pekerja mandiri yang merupakan bagian dari 

pekerja informal. Pekerja mandiri sebagai tenaga kerja di luar hubungan kerja 

pada umumnya belum mendapatkan perlindungan dengan baik dan 

diperburuk dengan sebagian besar berpenghasilan di bawah Upah Minimum 

Provinsi (UMP). 

Yang dimaksud dengan pekerja mandiri adalah seseorang yang dalam 

menjalankan usaha kegiatan ekonominya hanya dilakukan sendiri tanpa 

dibantu orang lain, seperti Nelayan, Tukang Ojek, Sopir, petani, atau pekerja 

Hasil Hutan. 

Data BPS Kabupaten Bombana 2016 Jumlah angkatan kerja di Kabupaten 

Bombana 69.409 dari jumlah penduduk 164.809. Sektor pertanian 

merupakan sektor yang memiliki tenaga kerja paling besar yakni 40.653 atau 

58,57 persen dari seluruh tenaga kerja. 

GEMBIRA Kerja berintikan pemberian Jaminan Sosial bagi pekerja beresiko 

tinggi, yaitu; Nelayan, Tukang Ojek, Sopir, Buruh lepas, Tani, Tukang atau 

Pekerja Hasil Hu tan yang memperoleh pendapatan di bawah Upah Minimum 

Provinsi (UMP). Target GEMBIRA Kerja adalah 6.000 pekerja dalam 5 tahun. 

5. GEMBIRA Sehat 

GEMBIRA Sehat adalah program yang memberikan jaminan kesehatan gratis 

kepada masyarakat miskin Bombana melalui program Jamkesda dan 

integrasi Jamkesda ke jaminan kesehatan nasional (JKN). 

6. GEMBIRA Sejahtera 

Program GEMBIRA Sejahtera adalah sebagai berikut : 
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(PKB); 

D Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI); 
D Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala 

upah; 
D Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi. 

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam 
dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, 
dengan indikator kinerja sasaran strategis: 

D Menurunnya jumlah pekerja anak nasional; 
D Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hokum ketenagakerjaan; 
D Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. 

f Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, 
ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan 
indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit BPK. 

g. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja 
sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian. 

h. Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayanan perencanaan, penelitian 
dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat 
dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan 
pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan 
ketenagakerj aan oleh pengguna . 

b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga 

kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang 

mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. 

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim 

ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis: 

D Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja 

Bersama 
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Tabel 3.2 

Permasalahan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Bombana Berdasarkan Renstra K/L 



3.3.2. Renstra Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Kawasan 
Transmigrasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
bahwa Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi merupakan salah satu unit teknis yang melaksanakan dan 
bertanggung jawab terhadap program dibidang pembangunan ketransmigrasian. 
Dalam pencapaian sasaran kinerjanya, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman Transmigrasi mendelegasikan sebagaian 
kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang mendapat Dana Togas Pembantuan untuk melakukan sebagian 

pekerjaan/kegiatan. 
Sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Direktorat -Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi selama lima 

tahun adalah: 
a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di 

kawasan transmigrasi seluas 975. 750 Ha untuk 72 Satuan Permukiman (SP) 
pada 144 Kawasan.transmigrasi; 

b. Melakukan pengurusan dan pemeliharaan areal HPL transmigrasi; 
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c. Penyediaan tanah transmigrasi melalui penyediaan tanah untuk 

permukiman, usaha, saranana dan prasarana, Sertifikat HPL, dan 

Identifikasi dan penataan pertanahan; 

d. Melakukan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan: 

1. Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan Transmigrasi 

2. Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi 

3. Advokasi Kawasan. 

4. Fasilitasi Penetapan Kawasan. 

5. Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah 

e. Melakukan Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi, 

dengan rincian : 

1. Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 

2. Penyusunan Rencana Satuan Permukiman (RTSP) 

3. Penyusnan rencana pembangunan sarana dan prasarana 

4. Penyusunan Perencanaaan Pengembangan Masyarakat. 

I, Melakukan pembangunan permukiman transmigrasi dengan rincian: 
1. Pembangunan RTJK 
2. Pembangunan Fasilitas Umum 
3. Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) 
4. Pembangunan jalan 
5. Pembangunan jembatan 
6. Pembukaan lahan 

g. Melakukan penataan persebaran penduduk setempat serta perpindahan dan 
penempatan transmigran pada kawasan transmigrasi sejumlah ± 3,5 juta KK, 
melalui kegiatan: 
1. Penduduk setempat yang difasilitasi melalui penataan persebaran 

penduduk setempat 
2. Penduduk yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya ke kawasan 

transmigrasi 
3. Pelatihan calon transmigran 

h. Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan 
pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi, dengan indikator 
pencapaian sebagai berikut: 
1. Program dan anggaran untuk setiap satuan kerja 
2. Pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
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3.3.3. Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

Rencana startegis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penterjemahan dari RPJMD Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, khususnya yang berkenaan dengan Misi -1 

yaitu "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia" serta Misi-2 "Pembangunan 

Ekonomi". Hal ini terkait dengan 2 (dua) urusan yang menjadi kewenangan Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi 2 (dua) 

urusan wajib, yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu ketenagakerjaan, 

dan satu urusan pilihan yaitu ketransmigrasian. 

Sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Provinsi Sulawesi Tenggara guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan adalah 

se bagai beriku t : 

1. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja: 
a. Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan hubungan 

industrial serta pengawasan ketenagakerjaan 
2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja 

dengan indikator kinerja: 
a. Persentase fasilitasi tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi 
b. Persentase peningkatan pencan kerja yang difasilitasi untuk 

mengakses kesempatan kerja 
3. Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang 

layak dengan indikator kinerja: 
a. ~umlah lokasi transmigrasi baru yang dibangun 

3. Sarana dan prasarana kerja bagi 6 Satuan Kerja 

4. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi 

5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. 

Dari sasaran strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Tertinggal tersebut di 

atas, tidak ada pengaruh terhadap pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Bombana, karena tugas dan fungsi bidang transmigrasi hanya 

melaksanakan pembinaan potensi kawasan transmigrasi, pembangunan 

pemukiman transmigrasi, pengembangan usaha dan sosial budaya. 



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wllayah dan Kajlan Llngkungan Hldup 
Strategls 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sasaran Strategls 
l .. ?lo. Renstra Dlnas Permasalahan Faktor 
I Pelayanan Penghambat Pendorong Transmlgrasl dan 
! Tenaga Kerja 
t 
' Provins! Sulawesi 
I .. Tenggara 
l 

1 Meningkatnya Bel um 
hubungan maksimalnya 
industrial yang Komitmen 
hannonis pengusaha untuk 

menerapkan UMK 
bagi 
pekerja/buruh 

2 Meningkatnya belum optimalnya Terbatasnya 
partisipasi pengelolaan tenaga 

angkatan kerja, informasi pasar Fungsional 
dan penyerapan dan sarana 
tenaga kerja prasarana 

pendukung 

3 Terwujudnya Terbatasnya lahan 
kawasan calon lokasi 
transmigrasi transmigrasi baru 

menjadi tempat 
tinggal dan usaha 
yanglayak 

Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Dlnas Transmlgrasl dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Bombana Berdasarkan Sasaran Renstra Dlnas Transmlgrasl dan Tenaga Kerja 

Provins! Sulawesi Tenggara 
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan OPD, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, serta telaah renstra K/L dan renstra OPD Provinsi, maka 

dapat ditarik kesimpulan untuk penentuan isu-isu strategis pelaksanaan 

tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut: 

1. Permasalahan kepemilikan lahan, tata batas lahan dan tumpang tindih 

lahan masih teridentifikasi sebagai penghambat dalam penyelenggaraan 

pembangunan ketransmigrasian; 

2. Masih terdapat setengah pengangguran di Kabupaten Bombana 

sebanyak 45,69%; 

3. Penempatan tenaga kerja yang masih cukup rendah, baik disektor 

formal maupun sektor informal; 

4. Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah yang menyebabkan 

rendahnya penghasilan para karyawan atau tenaga kerja dan pekerja 

informal; 

5. Pekerja rentan yang belum mendapatkan perlindungan jaminan social 

ketenagakerjaan 

6. Hubungan industri yang belum cukup harmonis sehingga sering terjadi 

perselisihan antara karyawan dan perusahaan/managemen. 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, dan disesuaikan 

dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis, Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Bombana tidak ada keterkaitan. 
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1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja, 
2. Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran jangka menengah 
pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi adalah adalah sebagai berikut 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang 
telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, maka 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dalam pencapaian misi IV: 
"Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" . Hal ini 
terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Bombana yaitu urusan wajib Tenaga Kerja dan urusan pilihan 
Transmigrasi. Adapun sasaran RPJMD yang diakomodir Dinas Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Bombana adalah "Menurunnya Angka Kemisk.inan". 
Selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang pada RPJMD 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bombana menetapkan tujuan jangka menengah: Menurunkan Angka 
Kemiskinan 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

TUJUAN DAN SASARAN 

BAB JV. 
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Indikator 
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

No Tujuan Sasaran Tahun Ke - 
Tujuan/Sasaran 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Mewujudkan 
Pelayanan Peningkatan 

1 8irokrasi Nilai Predikat yang 8ersih SA KIP dan 
Akuntabel 

Meningkatnya Hasil Evaluasi 
SAKIP Dinas Akuntabilitas Transmigrasi Kinerja Dinas dan Tenaga 88 88 88 A A Transmigrasi Kerja oleh dan Tenaga Inspektorat Kerja Daerah 

Menurunkan Tingkat 2 Angka 
Kemiskinan Kemiskinan 

Meningkatnya 
Perluasan Presentase 
Kesempatan Angka Setengah 45,69% 41% 38% 34% 30% 
Kerja bagi pengangguran 
Pencari Kerja 

Meningkatnya Persentase 
Pekerja Rentan Perlindungan yang 100% 100% 100% 100% 100% bagi Pekerja Mendapatkan Ren tan Perlindungan 

Tabel. 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 



,, -. ,.-,,--- • · ,-. -.- r,- "" - ... -,-- .. , ,1,,, T,"1 ,,.-1 i',,,-,-, ::-tht· ·t ··1 E' ,,.,:1 'J' ''('1-'- '•: ·· I 52 ,,tI1.•1.:, ,.1.1,{ .... ,1.,.~;l;;;;_d:"-1_,_,,1 l~-·,·~l~~ ........ j'-<J'\tl.-'it!l.1 ,,_1,·:,.1,1,.l.:...I ( ~.' .• , .. 

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022 
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Mewujudkan Meningkatnya Meningkatkan Pelaksanaan workshop 
Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Implementasi implementasi 
Birokrasi yang Dinas Transmigrasi dan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja 
Bersih dan Tenaga Kerja Kabupaten Dinas Transmigrasi dan yang didampingi oleh 
Akuntabel Bombana Tenaga Kerja Inspektorat Daerah dan 

Kabupaten Bombana Provinsi 
Misi 4: Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Tujuan Sasara Strategi Arah Kebijakan 
Menurunka Meningkatnya Memberikan Pemberian Pelatihan 
n Angka Perluasan Kesempatan Pelatihan Kerja dan keterampilan/kompete 
Kemiskinan Kerja bagi Pencari Informasi Lowongan nsi dan produktivitas 

Kerja Kerja bagi Pencari tenaga kerja dan 
K'°Pn<'> informasi kPn!:11 

Meningkatnya Memberikan Membuat Peraturan 
Perlindungan bagi Asuransi Bupati Tentang 
Pekerja Rentan Ketenagakerjaan Asuransi 

Kepada Pekerja Ketenagakerjaan Bagi 
Ren tan Pekerj a Rentan 

Tabel. 5.1 
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 

Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 

Strategi meru pakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting 

dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta 

memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, 

Untuk mewujudkan visi pembangunanjangka menengah Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja tahun 2017-2021, maka ditetapkan strategi sesuai masing-masing 

misi antara lain sebagaimana tersaji secara dalam tabel 5.1. 

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang 

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode 

Renstra tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji secara rinci dalam tabel 5.1. 

Sebagaimana berikut ini 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

BABV 



Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui 
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan 
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan basil 
yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program 
dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana mengacu pada Rencana 
Pembangunan ~angka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten 
Bombana, Setiap program dan kegiatan memiliki indikator yang merupakan 
gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bombana berdasarkan tugas pokok dan fu.ngsinya dalam rangka 
mendukung visi misi Kepala Daerah dan disusun berdasarkan estimasi dan 
ekspektasi basil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra. 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BABVI 



~--~· ... ..., 
,_ · .. ·\; 

a upa en om ana 

lndlkator 
Kiner Ji 
Tuju1n, D1t1 C1p1l1n 

\JnK Kerl• Penngkll \Jrusmll'logram $1S111n, p1d1 Tahun TuJu1n $1nr1n Kode din Kegl1t1n Prognm AWII Kondlsl K1nerj1p1d11khlr D1er1h Pen1nggung lokHt 
(outcome) Pnnc1n11n Tahun 2020 T1hun 2021 T1hun 2022 pertode Renn-1 Penngklt J1w1b 

din Kegl1tln D111111h 
(output) 

tug et Rp t1rget Rp t1rgel Rp Tugel Rp 

, z 3 ' • ' 1 • • 1• 11 ,z ,, ,, 15 18 

No" Uru11n 

Pregr-, Pd.,anM -- 1.13 .1.IJ01. -- Dl--gnoldan 
01 .,1 - ,........,,.... ,oo, 75U11.000 ,ea, 7'U10.000 ,oo, 1,u,o.eoo 10011 J.27U30.DOO Tonev• Klf1• 

_,.,.. 
P-an farper«M 

~ ... Olnaa 
1.13 , ,~o, ~I ...... •- ~s... 400 llr 2.000.000 (OOb' 2.000.000 400 llr 2000.000 400b' 6.000000 Olno1 T,~r.- den r.._ Trlf1amll'8ol 

01. 01 01 """"""' M_.Olf11<dUO- l«<lii ... r.._ 
Karja -~- ka'llor llnll 

aos. J.06 01. ~JOI· dboy,,1,an "*-* D-T-NidlnT•'*l" Tr~ 
01 0!.01 k<m,j\Nl.-c-,. jlnaMJfft.nl:Mi, 12 BL'\ 22 000000 128~ 2iOOO,OOO 1281, 22.000.000 ,2 Bin iG.000.000 Karja danT.._ lirdanlN'ik _de,. .. 

l(arja danl"11k 

P""""aanJ• KaniorCmoo 
306.30!01. pemellllnan din ..U,...,k«'dlr.., g.,;i H.nt 1.000.000 18....i 6.000.000 1s ... 1 MOOOOO 1s ... 1 18000 000 Ci,., Tran~• den Taaaga 7,..,l!Vllll 

01 01 06 ~··edit- -- l(arja dlnlSta_.. -dn·~- 11.arja 

-· k1nla'Din11 
3.09. 3.0801 . Ponyuaon jola poni,t,'nn/ ... 100, 100, 120.000.000 ,oo, 120000.000 ,oo, 120.000.000 10011 36(1.000.000 Dlnu Tranlf'liljl!'N Olin Tanaoa Tranonigrao 

01 .01 .OJ 
_.,,.,, __ ........... Karja den Tenaga 

"- l(arja 

T"'°"-,yajmo 
~1- ......,,..,_ KaniorOlnaa 

3.06. 30!01. ulianrllankanior, dan ,..11a1 .. '600 ale OB 32.(10.000 4608 32.(10000 '608 32.(10.000 '60il i7.230.000 Dlnaa T.-no'ali den T "'18Q8 Tt81111!igrall 
01 .o, 06 pnl..,kabnlrlaa -- KMja den Tenaga 

Komor dont,,twl 11.arja 
p,n(,onih I I l I 1 I 

Tabel 6 
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kb t B b 
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~k- .. 

: "ft··/ 
~ 

lndlkator 
Klnerjl 
Tuju1n, 0111 Clp111n 

Unit Ker)• Perangkat Uru11nlProgr1m Sas.ran, pad• T1hun 
Tuju1n Sa11r1n Kode 

din Keglll1n Prog111m Awai Kondlsl Klne,J• p1d11khlr 
Oaer1h Penanggung Loklsl 

(outcome) Perencan11n T•hun 2020 T1hun 2021 T1hun 2022 pertode Renstr• Per1ngkat J1w1b 

d•n Keglllln Oler1h 
(output) 

target Rp target Rp target Rp Target Rp 

1 : 3 4 5 • 1 • • ,0 11 12 1J 14 15 ti 

K11ntct0if'IIII Joe J.oao, ~--·u. Tonlld,.,,1111 12Bln 1tllln 27.000.000 llBln 27.000.000 12Bln 27 000000 129jn- &1.000000 Ono Tfonw!jlll don T1nog1 T rlOM'igra!i 
01 .01 ,0 - llall,tanl« Klljo dlr>T.,og,, 

Klljo 

P,ny,- ba'lnQ , • .,.,..,.,.t....-,g ~"*"[*..., 
3.08.3.llMl -°"" oo1-don 12bfn 1201n 19.500.QOO 1lBln 19 500.000 12i., 19.500.000 121!1<1 58500.000 [*...,Tranon,g,uldo,T..-.go Tronmgrad 

01.0t.11 _.... .. -- Klljo dS'I T111"11QI 
K.-jo 

Pen\lldi•nblrian K,otcr[*..., 
3.08, 308.01 . troc ... dlnporaluon r .. -.,..- 12 Bin !Hin 12.000.000 12Bln 12.000.000 12a1n 12000.000 12~ 3UIOO.OOO Oin• T"""1ig"d don Tonogo Tron.,;p 

01,01. 15 --"*'IJln boc-- Klljo dlr'IT1r19;111 
l(lrjo 

Konto,[*..., 
3.08. 308.01 . Pw,yeci91 mak..., .., T«11C1.wP,1mall1n 12bfn 121*1 36000.000 12bfn 36000.000 121,m 36.000.000 12t,1,, l<!i000.000 DI'* T,orwnp don Tonogo Tr~ 

01 .01.11 - rrlrun _.., Klljo dln111'11fl 
Klljo 

ror-.i•i- K1it«Dnl 
308.30801 ~-- dTir,jS'N 1211n t281n 113500000 121!1.n ti350)000 \ll!ln \13500000 129lo 300.500.000 °'"-• T!'.-iS1'ig!ICI din T ... IQI r .. ~d o, .01 20 )O;ir...-u; Pail1ulrltlfS'1 l*i<s*nn K"'11 din Tooogo 

1(9j1 

·-Ono, l.06. 3.0601 f'lnyacl111nJ•1 Tomd1ny1J ... t211n 12bln 20.000.000 12bln 20.000.000 12bfn 20000.000 12i,t,, &0.II00.000 Drl• TrllWllgrali din Tenaga T~ 
01 .01.21 -.... i,.l,lbrli Klljo don T..-.go 

lfl'ja 

, ........ t. 

'°"''"""'"-· koadraldln l(lf'IU"Din• 
3 ce. J.re.o, din_,_*""" don 

l<cnoJID I fll'u, lS0.000.000 l Tlhlr1 36QOO(l.000 1 Tllkln 36(1.000000 I,....,, 1.050.000.000 DlnaT...-.rig~odlnTooogo TranlnVIIII 0\.01 22 k.-- pelMIMlll Klljo dlri Ta,1g11 ._,.,..don KW11 
dlllsndN'1r1 

3.0l.5.0l.01. ""'"""'• 01.0J l'rogron P.,..ngkdon kabutuh• ..... 
~ din Pr•••na 

d .. _ 100!! OfUOUOO 100,i let.90UN 1DOll N1!100.000 100!I t.744.!IOUOf ......... -"'- _.,,. 
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lndlkltor 
Klnerja 
TuJuan, Data C1p1l1n 

Tujuan Sa11ran Kode Un1111nlProgr1m Sa11ran, p1d1 Tahun Unit Kerja Perangklt 
dan Keglatan Program Awai Kondlsl Klnelja pada akhlr Daerah Penanggung Lok as I 

(outcome) Perencan11n Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pertode Renstra Perangklt Jawab 

dan Keglat11n D1er1h 
(outputl 

bllllet Rp tlrget Rp target Rp Target Rp 

1 2 ' 4 • ' 1 • • to 11 12 13 14 15 .. 
B~ K""1b0in• 

3.08.3.06.01. PerQ_,Klnlin"1 - 01.0205 dnulq:•111ional <111~ 
10 ... , 4"11 &1.000.000 4un1 64.000.000 4unt 84-000.000 4Lnlt 252.000.000 Ona Tranmgnlll din r.,,g, Tr~ 

rod, cu 
K.-j1 dmi r..,,iJII 

Kerjo 

T~lnln)'I K..,..Clla 
3.06.3.0001 F'erQodl"1 pnl- Pongodlon 

01.02.09 ~- "*ol"""G~ 
1PNI 25000.000 1Pal<ot 25.000.000 1PNI 25.000.000 1Pal<ol 75.000.000 Dini• Tr1runi9rll"d., Treg1 T'°"""""" 

ICMtor 
K.-j1 din T-,ag1 

Korj1 

3.06. 3.08.01 . Torl!ll<alnolTj1 KSlta'Oln• 

01.02.10 
~lt:Nn m.,,._, Ponglldllan 1 Pokal 20.000.000 1Pol<ol 20000000 1Po~ 20.000.000 1P.-1 80.000000 Oln• Trwwmg,H don Ten1111 T~ 

MabllN KID Korjo dlnTenlljl 
Korj1 

3.08.3.0001. Aomll'h P.nv1:t111n 
KlmlfOinN 

01 02.11 F'erQlldl"1 K..,,..., 
K011- 8"11 3""1 30.000.000 3\.l'lit 30.000.000 Jinl 30.000.000 3"1il 90.000.000 Oln• T~dln T-1 T~ 

Korj1 don Ten1g11 
K«j1 

TIWtllkWllflYI ~Ores 
J.oe . J.oa.01 . Pw,gldlon Portql<""" Pw,godoon 

01.02. 11 - P811~ 
11'.- 15.000000 1Pll<et 15.000,000 1PI~ 15000000 I- -15.000.000 Oirm T11n1111gr11dln T..-..g1 T~ 

Kantor 
Korjl din Tlllfllgl 

Ko,jl 

3.06. 3.0801 PemMNW'a., G.iJng Kanta 
K111tcr{lrm 

01.02.v --··!18(11,g T~•II'•• 
1211n 12BI!\ 20.000.000 12 Bin 20.000.000 12Bln Z0.000.000 128~ 11).000.000 [)11111 TranSl'll(llulda, T.wQI TronolTig""' - K-i• dlr'I T.,IQI 

Korj1 

3.08. 3.08.01 Pem1lh•a, Kendl!rlSl dn• 
Ka-itor{)nls 

01.02. 2-1 nilrA>mlll kend,.., '-- 1211n 1281n 70.000.000 12B~ 70.000.000 12 Bin 70.000.000 1281n 210.000.000 Din• Trswmgnll den T.-.ge Tran.n ..... 18' 

clnlll~ lolJ)lllhlro 
Kllj1 din T.,eg, 

KtMj1 

~i1NW1ir, P-1~ 300.30801. ruin-•· KrilrOorm 

01.02.~ porion,1<"""gl<l"IJ 
g.i..n;klfi« 1211n 128~ 5-000.000 1211n 5.000.000 1,Bln 5.000.000 12 Bin 15.000000 Dina Trarwrrigrali din Tenaga T11111111"1'81i 

....... """"~· Kllj1 d,nT.-.ge 
Kmj1 



.,,..-··-.,. ... •. 

~ 

lndlkator 
Klnerja 
TuJuan, Data Capalan Unit K•J• P•angkat 

TuJuan Saur an Kode Urusan/Program Sauran, padaTahun Daerah Penanggung Lokaal dan Keglatan Program Awai Kondlsl KlnerJa pada akhlr 
(outcome I Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pertode Renstra Perangkat Jaw ab 

dan Keglatan D1er1h 
(output) 

target Rp target Rp target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 f 1 I ' 10 11 12 13 14 ,s 1• -- J,m,i;o... 
l.08 l.0801 N1nh'1<,i1~ P...,_,QOd.n.) 128n 128111 5000.000 128'1 5.000.000 12Bln 5.000.000 12B~ 15.000.000 Cfnu T"'WII'"" din T1111Q1 Trmwit-Q Id 

01 Di 27 
o,drQ "''*" -- Kl<)I CSITtnlQI 

K'"ll 

Kl'*>rOlnoo 
l.08. 3.11101. -- K-- 12Bn 128'1 7.500000 12 Bin 7 500000 12e1, 7500000 12 Bin 22 500.000 On11 T,.....,.1111 d1n T 1n1Q1 n.-,a't91i 

01.0l.30 ~1KcnTA,tet -ho· Kerj1 din T1111Q1 
lerjl 

Klnllll'Dinll 
3.08. 30801. -llli --.g,1)«11 ~-r 1 PIM! 300.000.000 11'1icol 300.000.000 1 P1kll 300.000.000 1 Plkol 900.000000 Oinll Trlrllrig,1d din T1111Q1 TrlfllffiQllli 

01.Dl.42 ge,ilnjkonlor d- Xlrl• din T.,..IQI 
Kerj1 

P•M11'11M 
l.OG.3.0H1. Progr .. i:,ontn,ii...n l'l"lngl,- 

klp1S1111 ... - - 1tml tz,000.000 1oo,\ a.000.000 1- tz.000.100 1Do,\ 100.000.ooa 01.113.lil dlllpll•II'•- dly11P•llur 
yongi.,,.n..t.l 

Twudlan,i1 ,;.-iru[)inN 
3.06.3.11101 PIW,g-p,k- pakailn llitdl.l 1P- '2.000.000 1 "-o1 •tooo ooo 1Plkol ,2000.000 1P- 186.000.000 ll1n11 l'""""'lllOI din T 1111QI TnimrripWli 

01.03.05 --- lw>l*1- Kerj1 dlnl1111QI 
Kwjl 

--- 1.n.uu1. P,,,gn111Ponln~ c~flQ~n OlnH Tr111Wo••I d1n 
G1.'5.03 Klplllll-Oly1 pllM•8WIM' 1Do,i 1tml Z!.1111000 1Do,i aooo.ooo 1- 2S.OOG.000 !Go,\ 15.000.0GG lon1Q1Kerjo Apuolllr d1y11p•111Jr 

y ... gtatp•udll 

-.. ...... .... -~ K111t<Y Dinll 
1.13 .1.13.01. OinH fr11*nQJld din l 9\IQI T......,,;g,,,,I 

01. 05. 03 11"p-Jll'Hlln yqffllf1QlkLII 1 or110 2 Onn.l 25.000000 2 CnnQ 25.000.000 2 Orq 25.000.000 2 Orong 75.000.000 Kwj1 din llfllQI 
--«ldirQln - Kwjl 

-· Programi:,onln~ - .. 1.13.1.13.01. --ong .... _ .... pos.,..c,1 .... n 10~ 1UOO.IIOO 1- 1!000.000 ·- 15.000.000 10°' 45000.000 01.N P<lll'«lnClpDn klnllj1dln 
~d1nllel.la,gan kmllnQlnYl"Q 

1-111""111 
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.. c,.._:::,A ........,.., 

lndikltor 
Klnerja 
Tujuan, Data Capalan 

Tujuan Sanren Kode Urusan/Program Suaran, pada Tahun Unit KerJ• Perangkat 

dan Keglatan Program Awai Kondlsl Kine~• pada akhlr Daereh Penanggung Loknl 
(outcome) Perencanaan hhun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 penode Renstre Perangkat Jawab 

dan Keglatan Daer ah 
(output) 

target Rp target Rp l,rglll Rp Targtt Rp 

1 I • 4 s • 1 • 0 10 11 12 !l 14 ts 10 

~llpcran LAKIP, LPf'C) d., 
1.13. 1.ll01. """., '"*1• din lJ(PJyq 

Ka'1tor'Cln11 

01 .06.01 11.tiJ• ru••• ma,j1 borkuoli.adan J Dorunen 15.000.000 3 Dakumon 15.000.000 Joa.- !5.000.000 
3 °'*"'*' -16.000.0C:O Dinaa T-11• don T- Tranlrllf'IM 

Sl(f'Q -- Korjo din Ten191 
Korja 

,..,.._ 
4.03.S..tl. "'"8rnPonlnal<llan ,....,.~.., 

21 sa.., Pwlncsi11n -"*' 100'II 15.000.000 100'II 11000.000 - 15.000.000 - 45.000.000 __. ... 
llntli',IIOPD 

4.00. llll!.01 '-- -•.~RKA 
K.,,iorDn11 

11 .:19 --.,..it(A O!'O yqlloltuOiaa 30Gtumen 15000.000 30clu,.., 15.000000 3 Dau.man 15.000.000 !°'*""*' -16.000.000 llinao 11111W1"9na don 1,.... ,..,.,,,.. .. 
Korja dlnT,n1f1 

K.-jo 

Mtn ....... Tinpll 
Nr/11,aK-ao K- 

11,1111~ t,SO'II ,.~ O" ·~ 
llanl"9kllnya Pw1•- Pa,1ri111Anr,.. e,10,,,. o.~ Kaa,mpaunKarja Pqant91i1n1n 0,54'11 O,SO'II O,IO'II 
Bael Poncart Korja 

Pnant •• -.. •• 
Salangah 45, ..... 30" ,..~ IO" IO" 
Pin""'""'" 

Urusan Wajlb 
Bukan Pelayanan 
Dnar 

Urunn 
Katenagakerjaan 
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1ndlkator 
Klner]a 
T11J111n, Data Capalan Unit KerJa Perangkat 

T11J111n Sa saran Kode UrusanlProgram Sasaran, pada T1h11n Daerah Pen1ngg11ng Lok es I dan Keglatan Program Awe I Kondlsl Kine~• pada akhlr 
(outcomel Perencanun Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pertode Renstra Perangkat Jaw ab 

dan Keglatan Daerah 
(outputj 

target Rp tar got Rp lllrget Rp Target Rp 

1 2 3 4 • • 7 I t 10 11 12 13 14 1J 11 

P,og,..., Ponlngi...r. p- 
2.01.3.10.01. Kullbldlf'I P•1rllPmtlhln 1()G,o 22303l.000 100'I> 11001.aoo t00% 111.201.oaa 10il'I> ffl.2113.000 111.1' P~Ten1g1 P--iKorjoy.,g 

Koojl -....11ao 

.....,,...,_,. 
2.01 3.0601 p..-..,donpolllihln yongPon:ldkm> 2 Kolorol)Ok(40 1 KolclTl)Ol((al 1 KIIU1l)Okl20 4 KIIOITllOl<(llO Dln• r,...,,;17811 din T-g• T-ae 

k.....,...,bogi pm,:on donpolotih"' rooooooo 35.000.000 35000000 i2Q.000.000 ~ 01 1S ~ 
k9jo i..tl~l .. bogl (),ang) O!ong) Orw,gJ o,q) Kori• eo,,.-. 

"""oriksjl 

..uni....p111m1 l-• 2.01 3.alOI. Pol..,,.,._ yong .... gik141 2K-(<!O S3Dl6IIOO 1 ·~"'"'*(20 35.000.000 
, hlml)Cll<(20 

35000000 4K-(ll0 123036000 Di<,o1T~ldlnT-,1g1 K......,n o, 15.07 - O..ng) 01111J) Onng) Olq) Korjo - -- 
Jwj..,_,. 

2.01 30801 Pol-e-t ... Y9111101111nglkiA1 lK-(60 70.000000 21(~(40 64-961.000 21(~(40 8(96\.000 7 KolOITllOl<(140 191l.922000 er. Tronlnig1III din Tnoo 81..K 
01 1S Of! fi!('1l) ... Pololltwni,.t,o,i1 O<ong) On,ng) Orono) Orono! Keri• &:r,t.,, 

kaT!>otonol 

2.01 3.118.01. M"111oringE • ....,dlln .unl9\Dok"""' Dr-. T'""""gtll don T"'IQI T-oo 
20olu,,ion eo.000.000 , cc;,......, 30.000000 , Dokurrlon 34245.000 4Dokwon 114.245.000 IYlolpot-, 01. IS.09 Pollll)Olln - Kori• - ... 

p- 
201.l11U1. ""1g,.nPonlnQk,IIII p~ Dkl• ,, ... ll'l'llg,ltt din 

11. 11 .... p-l(Mjll T*11gl K .. 1ct,n - 132 lll.OOO - 17.1112000 ~ 100.412 000 - 330.IIO.IIIO T.,ogo Ko,jo 
P•hi11Hn 
K-.i~Korto 

~(),-a 
2.01 . 31l80\ ~"'-l(Ks\\J JumlS'I pilrW:., ,soooro roooo.ooo \.5000!0 eo.000.000 t.500..-; ... 5000'.-.g 1i2412.000 Dru Tr..,.,;g,,,,; din T0111g1 Tr~gW 

o, re .09 p..,,_, korl•Y"'O- 62412.000 Ko,jo dlf!T-1 
KM1• 

2.01. 30801 ll<n1 l(sjal,kil Fo, .l...,;.i-klrj• 1.000c,g 62 :156.000 1.000 o,g 37.892.000 1.000c,g :lll.000.000 3.000org 1:18.248.000 [)IM1 T11Nmo,III din T.-.1g1 KecamllS'I 
01.16.10 --"' Korjll Rillb1 
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; ., " 
~ 

lndlkltor 
Klnerjll 
T11Ju1n, Dita C1p1!1n Unit Kerj1 Pw1ngkllt 

T11Ju1n S111r1n Kode Uru11n1Prog111m S111r1n, p11d1 T1hun D1er1h Penanggung Lok11I 
din Keglltln Program Awai Kondi1i KlnerJ1 p1d1 1khlr 

(outeomel P8l'tnC11na1n T1hun2020 Tahun 2021 T1hun 2022 pertode Ren1tr1 Per1ngk1t J1w1b 

dan Keglatan D1w1h 
(output) 

target R~ target R~ target Rp Target Rp 

1 2 2 4 I I 7 • • 111 11 12 11 14 15 11 

P*11Mt•• -~ l'ak«joR- 
P8Undul'lg111 llgl y,.. 111'11, 1- 100'W, 100'W, 1- 
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3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif 
yang relevan. 

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan 
masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses. 

5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan 
hasil pelaksanaan kegiatan 

sama. 

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan 
sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal 
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil 
dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang 
baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih 
baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya indikator 
kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun Iaporan pertanggungjawaban. 

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat 
merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah 
mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat 
membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah 
mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah 
rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat 
merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan 
menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan 
secara objektif keberhasilannya. Beberapa syarat dalam menentukan indikator 
kinerja adalah diantaranya: 

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan 
kesalahan interpretasi. 

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif 
yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang 

KETRANSMIGRASIAN DAN KETEN AGAKERJ AAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VII 



6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang 

tersedia. 

Sebagaimana Visi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 

"Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah)" tahun 2017-2022. Misi 

Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut : 

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan 

untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi 

wilayah. 

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan 

kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada 

masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, 

profesional serta menjamin kepastian dalamjenjang karir serta promosi 

jabatan. 

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk 

menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang 

dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung 

pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan 

perikanan/kelautan sebagai andalan utama. 

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, 

kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui 

peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. 

5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana; 

dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen 

dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan 

budaya lokal. 

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja dari visi dan misi Bupati Bombana diatas dapat dirumuskan 

indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 

pada tabel 7 



Koodisi 
Kioerja 

Pada Target Kioerja Program dao Keraogka Pendaoaao Awai 
Periode 
RPJMD 

No. Iodikator Koodisi 
Kioerja 

TahuoO Tahuo- Tahuo-2 Tahuo- Tahuo-4 Tahuo- pada 
1 3 5 ak.hir 

periode 
RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hasil Evaluasi 
SAKIP Dinas 
Transmigrasi 

1 dan Tenaga cc BB BB BB A A A 
Kerja oleh 
Inspektorat 
Daerah 

2 Persentase 
Angka 45,69% 45,69% 41% 38% 34% 30% 30% Setengah 
Penganggguran 

Persentase 
3 Pekerja Rentan 

Yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Mendapatkan 
Perlindungan 

Tabet 7 

Indikator Kinerja Peraogkat Daerah yang Meogacu 

Pada Tujuan dao Sasaran RPJMD 
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BID ANG 
CAPAIAN REALISASI 

NO URUSAN /INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Layanan Urusan Wajlb Hon Dasar 

1. Tenaga Kerja 

1.1 Angka sengketa pengusaha- 0 0 0 pekerja per tahun 
Besaran kasus yang 

1.2 diselesaikan dengan Perj anjian 0 0 0 
Bersama (PB) 

1.3 Besaran pencari kerja yang 29 170 793 
terdaftar yang ditempatkan orang orang orang 

1.4 Keselamatan dan perlindungan 0 0 0 

Besaran pekerja/buruh yang 6.000 6.000 1.5 menjadi peserta program 0 pekerja pekerja Jamsostek 
Perselisihan buruh dan 

1.6 pengusaha terhadap kebijakan 0 1 kali 3 Kali 
pemerintah daerah 

1.7 Besaran Pemeriksaan 0 0 0 Perusahaan 

1.8 Besaran Pengujian Peralatan 0 0 0 di Perusahaan 
Besaran tenaga kerja yang 48 20 10 1.9 mendapatkan pelatihan Orang Orang Orang berbasis kornpetensi 
Besaran tenaga kerja yang 

1.10 mendapatkan pelatihan 0 0 0 
berbasis masyarakat 
Besaran tenaga kerja yang 120 120 120 1.11 mendapatkan pelatihan 
kewirausahaan orang orang orang 

1.12 Rasio lulusan si /S2/S3 13,79% 43,53% 44,14% 

Layanan Urusan Pillhan 

7 Transmlgrasl 

7.1 Persentase transmigran 0 0 0 swakarsa 

Tabel 7.1 

Data Capaian Indikator Kinerja Kunci 



BUPATIBOMB 

Rencana Strategis merupakan dokumen dinamis yang dapat dijadikan acuan 
pelaksanaan fungsi dan tugas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana 
pada tahun 2017-2022 yang di dalamnya mengandung visi, misi tujuan, sasaran, 
kebijakan, dan program. 

Rencana strategis sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan 
profesionalisme aparatur, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil di 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. 

Rencana strategis dibuat sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan transparansi dan 
akuntabilitas. 

PENUTUP 
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